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Green open space is the most important part in urban spatial planning. 
Considering that the area of a city that cannot be expanded, the use of space must 
be optimized. The purpose of this study is to discover about the implementation of 
the provision of green open space along with the obstacles faced by the 
government in implementing green open space provision. This research is a type 
of juridical empirical legal research that is descriptive character, by taking the 
location in Magelang City. The type of data used is primary data obtained through 
interviews with sources and secondary data obtained by literature study. 
Magelang City’s green open space is still at a presentation of 16.3% or where 
ideally public green open space is 20% whereas for private green open space it is 
19.11%. It conclude that Magelang City has reached the ideal minimum amount 
of private green open space, which is 10%. There are still several obstacles in the 
implementation of providing green open space in Magelang City. Therefore, the 
government is trying to increase the area of green open space that is still lacking 
with various strategies and development directions. 
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A. Latar Belakang 
 
Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 
terpisahkan karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik dan 
saling membutuhkan. 
1
Pada dasarnya manusia akan selalu berinteraksi 
dengan lingkungan dimana manusia itu berada. Sebagaimana diketahui, 
lingkungan merupakan tempat dimana keberlangsungan semua makhluk 
hidup maka sudah seharusnya manusia harus menjaga keserasian, 
keselarasan, dan keseimbangan agar tidak menjadi rusak dan mengancam 
kehidupan manusia. Penduduk yang semakin hari semakin bertambah 
yang membuat kebutuhan ruang akan semakin banyak dan tidak sebanding 
dengan luasnya wilayah Indonesia. Perkembangan tersebut menuntut agar 
tersedianya ruang yang memadai bagi setiap orang untuk berinteraksi dan 
beraktifitas yang harus mengacu kepada suatu perencanaan strategis . 
2
Perencanaan atau konsep tata ruang yang sering disebut master plan 
menjadi sebuah keharusan khususnya dibeberapa perkotaan tertentu 
karena dengan seiring berkembangnya jumlah penduduk maka kebutuhan 
terhadap ruang juga akan semakin bertambah.
3
 Maka konsep kebutuhan 
                                                        
1 Odum, E.P., 1971, Fundamental of Ecology. W.B. Sounders Company, philadelpihia 
2 Muhammad Fahril Hasanuddin, 2017, Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Baubau, Universitas 
Hasanuddin, hlm. 21 
3 Ridwan, Juniarso dkk, 2013, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa , 
Bandung, hlm. 25 
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ruang terbuka hijau publik juga menjadi kunci sebagai pedoman dalam 
melaksanakan pembangunan tata ruang sebuah perkotaan sehingga 
masalah – masalah yang timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan 
tersebut dapat diminimalisir lebih awal.  
Perkembangan masyarakat yang bertumbuh dengan pesat dan akan 
terus meningkat dari waktu ke waktu memberikan implikasi pada 
tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang dimana hal tersebut 
berkaitan dengan sempitnya ruang untuk bergerak. Hal ini bisa diartikan 
bahwa kawasan kota juga memiliki sifat yang sangat mempengaruhi 
kehidupan tempatnya
4
. Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan 
dan perubahan dari berbagai sektor (ekonomi, sosial, budaya, politik, 
hukum, pertahanan keamanan) 
5
 perlu mendapatkan perhatian khusus, 
terutama yang terkait dengan penyediaan fasilitas umum, sosial, serta 
ruang terbuka hijau dan penyediaan kawasan hunian. Maka dari itu perlu 
aturan – aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah sebagai bentuk 
menjaga keselarasan pemanfaatan ruang di sebuah perkotaan. 
Pada dasarnya konsep penataan ruang wilayah bertujuan untuk 
mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 
6
Untuk mendukung terpenuhinya arah pembangunan bangsa, terutama dari 
                                                        
4 Markus Zahnd, 2006, Perancangan Kota secara terpadu Teori perancangan kota dan penerapannya, 
Kanisius, Yogyakarta, hlm. 1 
5 Muhammad Randhy Akbar dkk, 2019, “Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruko Bumi 
Tamalanrea Permai Di Kota Makasar”, Journal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, 1/Februari/2019, 
Universitas Muhammadiyah Makasar, hlm. 97 
6 https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/26TAHUN2007UU.HTM , Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, diakes pada 22 September 2020, Pukul 22.50 WIB 
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aspek pembangunan yang berkaitan dengan ruang perlu adanya peraturan 
lebih khusus mengenai penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan 




“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “ 
 
 Selain Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4, ada pula pasal lainnya 
yang menyatakan mengenai posisi rakyat sebagai substansial(utama) 
dimana Bumi dan air dan kekayaan alam (BARAKA) yang dikuasai oleh 
negara akan dipergunakan lagi untuk kemakmuran rakyat. Hal ini diatur 
dalam Pasal. 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat, menyatakan 
bahwa : 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
                                                        
7 Alfalah Sobri, 2018, Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang Berdasaekan 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Korta 
Palembang Tahun 2012-2031, Skripsi, Fakultas hukum, Universitas Sriwijaya, hlm. 4 
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 Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara 
mempunyai hak untuk mempergunakan, menyelenggarakan peruntukan 
BARAKA tetapi negara tidak mempunyai hak mutlak atas BARAKA 
tersebut. BARAKA yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 
tertinggi dikuasi oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 
Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk : 
 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang orang dengan bumi, air , dan ruang angkasa 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 
 
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara 
tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
yang dimana pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah 
Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan 
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-
ketentuan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur juga dalam 




Pembangunan di wilayah perkotaan yang terus meningkat sering 
dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat 
terhadap ruang juga semakin bertambah, akan berimbas pada penurunan 
kualitas lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) yang cukup pada suatu wilayah perkotaan. RTH pada wilayah 
perkotaan juga akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbon 
dioksida 
8
selain itu banyak lagi keuntungan yang didapat apabila sebuah 
perkotaan mempunyai RTH yang cukup. Berdasarkan Undang - Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang RTH adalah area 
memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.  
Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007, 
secara khusus perlunya penyediaan dan pemanfaatan RTH yang dimana 
proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit adalah 30% (tiga puluh 
persen) dari luas wilayah kota
9
, yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) 
disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dimaksutkan agar proporsi ruang 
terbuka hijau minimal dapat lebih menjamin pencapainnya sehingga 
diharapkan pemanfaatannya bisa dirasakan.  Hal inilah yang belum 
terpenuhi di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya ialah Kota 
Magelang. 
                                                        
8 M.Chusnan Aprianto, Sudibyakto, 2010, ― Kajian Luas Hutan Kota Berdasarkan Kebutuhan Oksigen, 
Karbon Tersimpan, dan Kebutuhan Air di Kota Yogyakarta‖, Jpurnal  MGI Vol. 21, No 2, September 2010 
(12-29), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Hlm. 95 
9 Ernawati, 2019, Studi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Udayana Kota Mataram, Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Muhammadiyah Mataram, hlm. 2 
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 Agar didalam pelaksanaanya tidak menimbulkan masalah atau 
hambatan perlu adanya perizinan rencana tata ruang yang jelas. Rencana 
tata ruang yang sudah sesuai dengan standar operasional merupakan sarana 
pengendalian perkembangan fisik didalam pelaksanaan Penataan Ruang, 
yang berarti bahwa rencana tersebut sudah berlandaskan Peraturan Daerah 
(PERDA). 
10
Untuk menjamin berjalannya rencana tata ruang maka proses 
penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya tidak lepas dari dukungan dari 
pemerintah maupun partisipasi dari masyarakat. 
 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, merupakan salah 
satu kegiatan yang dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan 
Pembangunan Nasional dan Daerah yang lebih baik khususnya untuk 
mencapai RTH Publik dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan buatan. Pada 
huruf b ayat (2) Pasal 12 yang menyatakan bahwa salah satu strategi 
pengembangan Kawasan lindung untuk pemeliharaan dan peningkatan 
kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu mewujudkan 
RTH untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luasan daerah.  
Pertumbuhan penduduk Kota Magelang yang semakin bertambah tidak 
menambah luasan dari wilayah perkotaan itu sendiri, sehingga 
                                                        
10 Alfalah Sobri, 2018, Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang Berdasaekan 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Korta 




menimbulkan pertanyaan apakah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 
Magelang sudah memenuhi proporsi yang sesuai dengan yang di atur 
dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ? 
dimana lebih lanjut diatur dalam  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 – 2031 
Di Kota Magelang. Yang sudah diperbaharui dengan PERDA Nomor 2 
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 
2011-2031. 
Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudu “Implementasi 
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan PERDA 
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERDA Kota 
Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031” 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalahnya 
adalah sebagai berikut : 
 
1. Bagaimana implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
Publik berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 
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atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 
2. Hambatan - hambatan apa saja yang terjadi dalam penyediaan RTH di 
Kota magelang ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
 
Berdasarkan paparan didalam latar belakang dan rumusan masalah, 
maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: 
1. Untuk mengetahui Implementasi yang berkaitan dengan proporsi 
Ruang Terbuka Hijau khususnya Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota 
Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 
2011-2031 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Magelang Tahun 2011-2031  
2. Untuk mengetahui hambatan.- hambatan dalam penyelenggaraan 
Ruang Terbuka Hijau Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Magelang. 
 
D. Manfaat Penelitian  
 
1. Manfaat Teoritis 
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Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dari hasil 
penelitian ini dapat menambah dan berguna dalam perkembangan 
pengetahuan dibidang ilmu hukum khusunya yang berfokus pada 
kajian pengelolaan RTH Publik di wilayah perkotaan 
 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis merupakan manfaat yang ditunjukan pada pihak-pihak 
yang terkait, yaitu : 
 
a. Pemerintah 
Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 
serta masukan kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi untuk melaksanakan  tugasnya sesuai dengan apa yang 
diatur dalam undang-undang serta dalam rangka meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan lingkungan RTH Publik di 
Kawasan perkotaan sehingga hambatan hambatan dalam 
penyediaan RTH di Kota Magelang juga dapat teratasi. 
b. Masyarakat 
Melalui hasil penelitian ini diharapkan masyarakat  sebagai 
pendukung pemerintah sadar bahwasannya RTH hadir sebagai 
sebuah kebutuhan utama bagi masyarakat di wilayah perkotaan 
yang setiap harinya dipenuhi oleh aktivitas rutin. Maka dari itu, 
selaku masyarakat diharapkan mampu menjaga keselarasan 




Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 
terhadap penulis sendiri agar dapat menambah wawasan yang lebih 
luas mengenai ilmu hukum khusunya dibidang yang berfokus pada 
Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
 
E. Keaslian Penelitian 
 
Penulisan yang berjudul Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka 
Hijau Publik Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 
merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi. Hal ini 
dapat dibuktikan melalui adanya tema yang sama yang ditemukan penulis, 
namun tidak memilik subjek permasalahan yang sama. Adappun skripsi 




1. Judul Skripsi 
Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Kudus 
a. Identitas Penulis 
Nama Penulis : Achmad Mukafi 
NPM  : 5101408005 
Universitas : Universitas Negeri Semarang 
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b. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Berapa luasan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Kudus 
sesuai dengan tuntutan Undang – Undang No.26 Tahun 2007 ? 
2) Apa sajakah potensi Ruang Terbuka Hijau publik yang tersedia 
di Kota Kudus ? 
c. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan kesimpulan dari 
hasil penelitian adalah Luas RTH Publik eksiting di wilayah Kota 
Kudus berdasarkan hasil identifikasi data sekunder adalah kurang 
lebih 76,15 hektar (0,74% dari wilayah Kota Kudus). Sedangkan 
hasil dari identifikasi di lapangan luas RTH publik di Kota Kudus 
adalah kurang lebih 286,41 Ha atau sebesar 2,83% dari luas 
wilayah Kota Kudus. Masih banyak RTH potensial yang belum 
maksimal dalam pemanfaatannya. Beberapa potensi RTH 
diantaranya adalah taman kota, jika bisa dimaksimalkan akan 
berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jalur Hijau hanya 
ada pada jalur utama kota, dan untuk memaksimalkan potensi jalur 
hijau yaitu dengan cara mengadakan penghijauan di jalur-jalur 
sekunder. Untuk hutan kota, lapangan olahraga dan pemakaman 
perlu aanya investarisasi dari dinas terkait akag data yang ada pada 
dinas terkait tidak jauh berbeda dengan kondisi di lapangan. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan seperti diatas, 
maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
adalah penulis tidak meneliti secara khusus luasan RTH di Kota 
Magelang, tetapi menganalisis apakah proporsi Ruang Terbuka 
Hijau di Kota Magelang sudah tercukupi atau belum. Selain itu 
penulis akan meneliti hambatan-hambatan yang terjadi sehingga 
potensi yang seharusnya bisa dicapai oleh Kota Magelang bisa 
dijadikan acuan kebijakan pemerintah/ acuan kebijakan mengenai 
RTH agar lebih baik dan lebih memadai. 
 
2. Judul Skripsi 
Analisis ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang tahun 
2000-2015 
a. Identitas Penulis  
Nama Penulis  : Alika Fitriyani Wulandari 
NPM   : 1113015000028 
Universitas  : Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah 
b. Rumusan Masalah 
1) Bagaimana perubahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang 
dalam kurun waktu Tahun 2000-2015 ? 
2) Berapa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Serang 
berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan 
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oksigen dan proyeksi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 
berdasarkan jumlah penduduk pada Tahun 2035? 
c. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan kesimpulan 
dari hasil penelitian adalah Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di 
Kota Serang pada Tahun 2000 diketahui yaitu seluas 11.840 ha. 
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau mengalami penurunan dalam 
kurun waktu 15 tahun. Berdasarkan hasil analisi yang telah 
dilakukan jumlah ketersediaan Ruan Terbuka Hijau di Kota Serang 
pada tahun 2015 yaitu seluas 8.165 ha. Hal ini berarti Kota Serang 
telah memenuhi standar kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 
berdasarkan luas wilayah. Namun persebaran ruang terbuka hijau 
belum merata disemua kecamatan. Pada tahun 2035 proyeksi 
Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan seluas 1.876,2 ha dimana pada 
saat ini Ruang Terbuka Hijau dapat memenuhi kebutuhan ruang 
berdasarkan jumlah penduduk untuk tahun 2035. 
Berdasarkan hasil penelitian  dan kesimpulan seperti diatas, 
maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
adalah penulis tidak meneliti atau tidak menganalisis perubahan 
Ruang Terbuka Hijau. Penulis memilih meneliti implementasi 
yang dikhusukan terhadap suatu produk hukum yang mengatur 
Ruang Terbuka Hijau apakah sudah sesuai seperti yang 
diamanatkan dalam Peraturan yang terkait dan apakah dalam 
 
 14 
proses pengelolaan berkelanjutan mengenai Ruang Terbuka Hijau 
ini mengalami hambatan lalu penulis akan memberikan solusi 
terhadap permasalahn yang ada. 
 
3. Judul Skripsi 
Analisis tata kelola Ruang Terbuka Hijau terhadap pembangunan kota 
di Kabupaten Majene. 
a. Identitas Penulis 
Nama Penulis : Randi Ruslan 
NPM  : E12112009 
Universitas : Universitas Hasanudin, Makasar 
b. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Bagaimana pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau dalam 
pembangunan kota di Kabupaten Majene ? 
2) Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka 
hijau di Kabupaten Manjene ? 
c. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas adalah 
Pelaksanaan tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten 
Majene bersifat Swakelola dan jadi tanggung jawab Satuan kerja 
Perangkat Derah (SKPD) yang membidangi RTH sesuai dengan 
kriteria dan jenis Ruang Terbuka Hijau. Peran pemerintah dalam 
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mengelola RTH di Kabupaten Majene sudah sesuai dengan aturan 
dan wewenang pemerintah daerah dalam penataan ruang mengenai 
RTH. Rencana penyediaan RTH diharapkan mampu memulihkan 
ekosistem di perkotan yang dimana alam penyediannya 
disesuaikan dengan konsep rencana pengembangan. 
Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan seperti diatas, 
maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
adalah pembahasan oleh penulis akan di fokuskan pada pemenuhan 
RTH Kota Magelang berdasarkan PERDA Kota Magelang dan 
pembahasan mengenai hambatan pengelolaan RTH Kota Magelang 
dari segi kebijakan RTH maupun peran masyarakat dalam 
membantu pemerintah mengelola RTH. 
 
F. Batasan Konsep 
 
Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan 
hukum ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan 
peninjauan terhadap : 
  
1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
pelaksanaan atau penerapan terhadap rencana yang telah disusun 
secara cermat dan rinci (matang) 
2. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
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tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam ( Menurut Pasal 1 angka 31 dari Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ) 
3. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang berada pada lahan-
lahan publik yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. ( 
Menurut Pasal 1 angka 7 dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau ) 
 
G. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian Hukum 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. 
Penelitian Empiris ini dilakukan secara langsung kepada narasumber 
untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder yang 
terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah data 
primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung 
yang teridri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
 
a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan 
dikumpulkan oleh peneliti
11
. Data primer dalam penelitian ini 
berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang 
berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data pedukung penelitian  yang terdiri dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
 
1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan bahan yang berupa peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti 
antara lain : 
a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok – Pokok Agraria 
c) Undang – Undang Undang – Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang 
d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
e) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 
                                                        
11 Sumardi Suryabrata, 1983. Metode Penelitian, Rajawali, Jakarta, hlm. 93 
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f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 
g) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2012-2031. 
h) PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 
PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-
2031 
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki 
hubungan erat yang terkait dengan pelaksanaan Ruang Terbuka 
Hijau guna membantu dalam menganalisis dan memahami 
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan 
bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan 
hukum primer yang terdiri atas doktrin, buku, hasil, hasil 
penelitian, artikel, internet dan sebagainya yang kaitannya 
dengan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau. 
3) Cara pengumpulan data dilakukan melalui : 
a) Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan 
untuk memperoleh data yang dilakukan dengan 
menggunakan pedoman wawancara mengenai susuna 
penyataan yang telah disiapkan oleh penulis dengan sebaik-
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baiknya. Wawancara dilakukan kepada Narasumber yang 
berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Magelang. 
b) Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan meruakan salah satu cara untuk 
memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan 
data-data yang berasal dari artikel, buku, dan sumber-
sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dapat 
dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan Ruang 
Terbuka Hijau. 
 
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian  dilakukan di Kota Magelang Provinsi Jawa 
Tengah. Kota Magelang yang mempunyai City Branding ―Magelang 












Kota ini terletak di tengah Kabupaten Magelang dimana 
Kota ini memiliki posisi strategis, karena berada di jalur utama 
Semarang Yogyakarta. Kota Magelang berada di 75 km sebelah 
Selatan Kota Semarang dan 43km sebelah utara Yogyakarta. Luas area 
                                                        
12 Pemerintah Kota Magelang,  Kondisi Geografis Kota Magelang, 




Kota Magelang 1.854 Ha (18,54 km
2
) yang terbagi atas 3 kecamatan 
dan 17 kelurahan. 
4. Narasumber 
Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai 
ahli/professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa 
pendapat hukum yang berkaitan dengan rumusan maslaah hukum 
dan tujuan penelitian. Narasumber penelitian ini adalah : 
a. Bapak Iwantriteny Setyadi, ST, MT Selaku kepala Bidang 
Ekonomi dan Prasarana Wilayah BAPPEDA Kota Magelang. 
b. Ibu Siti Atun, SE selaku Ka. Sub Bid. Pertanian dan 
Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Magelang . 
c. Bapak Adi Setya Kurniawan, S.T., M.T.  selaku Kasie 
Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada DPUPR Kota 
Magelang. 
d. Ibu Rina Nur Aprillia, S.T., Kasie Perencanaan dan 
Pemanfaatan Ruang pada Dinas DPUPR Kota Magelang. 
e. Bapak Nanang Kurniawan, ST., M.T. selaku Kasie 
Pengawasan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada DPUPR 
Kota Magelang. 
f. Bapak Arief Pribadi , S.T selaku Kasie Pembinaan dan 
Pengaturan pada DPUPR Kota Magelang. 
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g. Ibu Yetty Setyaningsih SP, M.Eng selaku Kabid Pengelolaan 
PJU, Pertamanan dan Pemakaman. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara 
memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara 
sistematis dan terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran 
mengenai keadaan yang diteliti.
13
 Metode kualitatif menghasilkan data 
deskriptif dalam pemaparannya dengan cara menjelaskan secara logis 
dan sistematis mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian 
dan dikaitkan dengan obyek penelitian  
Metode berpikir yang digunakan dalam menari kesimpulan adalah 
metode berpikir induktif yang proses berpikir dari hal hal yang khusus 




H. Sistematika Penulisan Skripsi 
 
Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi 
penulisan hukum/skripsi : 
 
BAB I  : PENDAHULUAN 
                                                        




Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan peneitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan hukum/skripsi. 
 
BAB II : PEMBAHASAN 
Bab pembahasan ini memuat kondisi Ruang Terbuka Hijau 
di Kota Magelang, serta perencanaan yang dilakukan 
Pemerintah Kota Magelang untuk memenuhi Ruang 
Terbuka Hijau yang masih kurang maksimal dengan 
berpedoman pada PERDA Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-
2031 di Kota Magelang yang telah di perbaharui oleh 
PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 
PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-
2031, serta pembahasan mengenai hembatan – hambatan 
yang dirasakan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka 
Hijau Publik di Kota Magelang. 
 
BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
berisi uraian yang berkaitan dengan BAB II. Saran 
merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan 






A. Kesimpulan  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bab sebelumnya dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang berdasarkan 
PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011- 
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) sebagai perencanaan makro, Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang sebagai lingkup 
perencanaan mikro RTRTW, dan pihak pelaksana RTH Publik yaitu 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kota Magelang masih berada pada 
presentasi 16,3% atau dimana idealnya RTH publik sebesar 20% 
sedangkan untuk RTH privat di presentase 19,11% dimana Kota 
Magelang sudah mencapai jumlah minimal ideal RTH privat yaitu 
10%.  
Untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintah Kota Magelang 
sudah mempunyai arahan sampai akhir tahun rencana dengan proposi 
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yaitu RTH Publik dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 
371 ha (tiga ratus tujuh puluh satu hektar). RTH Publik akan 
dikembangkan secara bertahap oleh Pemerintah daerah dan tersebar di 
seluruh wilayah daerah. Dari kondisi RTH eksisting yang ada, di Kota 
Magelang terdapat kekurangan RTH publik seluas + 71 Ha.  
2. Hambatan yang dihadapi dalam penyediaan uang Terbuka Hijau di 
Kota Magelang  adalah sebagai berikut : 
a. Keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan. 
b. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 




Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut : 
 
1. Pemerintah Kota Magelang harus bisa lebih memaksimalkan 
pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di kecamtan-kecamatan 
yang penduduknya masih rendah agar dapat menambah luasan Ruang 
Terbuka Hijau Publik Kota Magelang sesuai dengan PERDA Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Magelang Tahun 2011-2031. 
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2. Perlunya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan 
melestarikan lingkungan hidup khususnya penyediaan Ruang Terbuka 
Hijau yang cukup, sehingga Pemerintah Kota Magelang harus lebih 
aktif mengadakan sosialisasi arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau 
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